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ABSTRAK 

Pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 sebagaimana diatur dalam 
Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan 
pada 2022 dan 2023 dengan total 271 jabatan kepala daerah yang kosong. Pada 
Pasal 201 ayat (9) menetapkan bahwa kekosongan ini diisi oleh Penjabat Kepala 
Daerah. Namun, pengangkatan Penjabat memunculkan berbagai masalah, seperti 
Penjabat Kepala Daerah dari kalangan TNI/POLRI aktif. Pengangkatan 
bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 
67/PUU-XIX/2021. Mekanisme pengangkatan terkesan sentralisasi karena 
mengabaikan peran DPRD sehingga mengurangi nilai desentralisasi. SE Mendagri 
Nomor 821/5492/SJ juga menambah kewenangan Penjabat yang bertentangan 
dengan peraturan lebih tinggi. Persyaratan pengangkatan dalam Permendagri 
Nomor 4 Tahun 2023 tidak jelas, inkonsistensi frasa dalam Pasal 1 dan 3 dan 
persyaratan Penjabat belum mengakomodir syarat khusus bagi Kepala Daerah 
sesuai nilai yang ada di daerah. Pemerintah juga keliru dalam memahami Putusan 
MK Nomor 15/PUU-XX/2022 terkait aturan pelaksana Penjabat. Rumusan masalah 
dalam penulisan ini membahas tentang landasan hukum mekanisme pengangkatan 
Penjabat dan persyaratan pengangkatan Penjabat serta kewenangannya. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu 
pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang 
lebih jelas dan sesuai prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 
1945. Hal ini penting untuk mengatur pengangkatan dan kewenangan Penjabat 
Kepala Daerah secara transparan dan demokratis. 
 
Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Kepastian Hukum, Mekanisme 
Pengangkatan, Persyaratan dan Kewenangan. 
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ABSTRACT 

The Simultaneous Regional Head Elections in November 2024, as stipulated in 
Article 201 paragraph (8) of Law No. 10 of 2016, caused a vacancy in regional 
head positions in 2022 and 2023, with a total of 271 vacant positions. Article 201 
paragraph (9) stipulates that such vacancies are to be filled by Acting Regional 
Heads. However, the appointment of Acting Regional Heads has raised various 
issues, such as the appointment of active TNI/POLRI personnel. This practice 
conflicts with democratic principles as mandated by Constitutional Court Decision 
No. 67/PUU-XIX/2021. The appointment mechanism appears centralized, as it 
neglects the role of regional legislatures (DPRD), thereby diminishing the value of 
decentralization. The Minister of Home Affairs Circular Letter No. 821/5492/SJ 
further grants additional authority to Acting Regional Heads, which contradicts 
higher-level regulations. The appointment requirements outlined in Minister of 
Home Affairs Regulation No. 4 of 2023 lack clarity, showing inconsistencies in the 
wording of Articles 1 and 3, and fail to accommodate specific qualifications for 
Regional Heads in accordance with local values. Furthermore, the government has 
misinterpreted Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XX/2022 regarding the 
implementation rules for Acting Regional Heads. The problem formulation in this 
study addresses the legal basis for the appointment mechanism, the requirements 
for appointment, and the authority of Acting Regional Heads. This study employs 
normative legal research. The research findings indicate that the government needs 
to issue a Government Regulation as a clearer legal foundation aligned with 
democratic principles as outlined in Article 18 of the 1945 Constitution. This is 
essential to regulate the appointment and authority of Acting Regional Heads 
transparently and democratically. 
 
Keywords: Acting Regional Heads, Legal Certainty, Appointment Mechanism, 
Requirements and Authority. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

“Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote” 

merupakan kalimat yang sering kita dengar jika membahas mengenai 

Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang  berhasil menyatukan sekitar 17.000 pulau menjadi satu 

kesatuan. Indonesia bukan hanya menyatukan pulau tetapi ribuan suku, 

ratusan bahasa, beragam budaya dan agama menjadi harmoni kebinekaan.  

Dengan melihat besarnya negara Indonesia, tentu perlu adanya  delegasi 

kekuasaan sehingga negara dapat berjalan dengan baik. Indonesia menganut 

asas desentralisasi yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Dalam Pasal 18 

UUD 1945 menjelaskan bahwa daerah di Indonesia terbagi menjadi daerah 

besar dan daerah kecil yang pemerintahannya ditetapkan oleh undang-

undang. Otonomi tidak hanya mengurangi beban pemerintah pusat, tetapi 

juga memungkinkan pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai dengan 

karakteristik setempat.1 

Wilayah administrasi di Indonesia dibagi menjadi empat wilayah yang 

tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, di mana dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam Pasal 

 
1 Rahyunir Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, 

Desentralisasi dan Tugas Pembantuan), (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), hlm. 100. 
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18 UUD 1945. Keempat wilayah tersebut yaitu Provinsi, di mana terbagi lagi 

menjadi Kabupaten/Kota, selanjutnya terbagi lagi menjadi Kecamatan dan 

lebih kecil lagi menjadi kelurahan/desa.2 Untuk menjalankan urusan tiap 

daerah diperlukan kepala daerah,  untuk Provinsi dipimpin oleh Gubernur, 

Kabupaten oleh Bupati dan kota oleh Walikota. 

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kepada daerah 

kewenangan yang bertanggung jawab secara proporsional dan juga otonomi 

dilaksanakan dengan memperhitungkan potensi dan keperluan daerah agar 

menciptakan pembangunan berkeadilan dan merata.3 Pemilihan kepala 

daerah menentukan pemimpin melalui pemilu sebagai wujud demokrasi. 

Pemilihannya dilaksanakan setiap lima tahun sekali berdasarkan ketentuan 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dengan pemilihan umum diharapkan setiap daerah dapat memilih 

pemimpin yang kompeten dan dapat membawa dampak positif terhadap 

daerah yang dipimpin dan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan pengisian jabatan negara 

(staatsorganen, staats ambten) menjadi unsur terpenting dikarenakan apabila 

jabatan-jabatan tersebut tidak terisi maka tidak dapat menjalankan fungsi-

fungsi jabatan kenegaraan.4 Meskipun demikian, ada kemungkinan dalam 

menjalankan jabatannya pejabat tidak dapat menyelesaikan sampai akhir 

 
2 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 
3 Ahmad Robi, “Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintahan 

Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, Jurnal Sosio Akademika, 
Vol.13 No.1 (2023): hlm. 55. 

4 Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, Penjabat Kepala Daerah, (Yogyakarta: Thafa 
Media, 2019), hlm. 4. 
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karena beberapa faktor. Hal tersebut menyebabkan kekosongan jabatan yang 

tentunya berakibat luas terhadap daerah yang dipimpin.  

Penyebab pejabat definitif kepala daerah tidak dapat menjalankan 

jabatannya bisa disebabkan “berhalangan sementara”, “berhalangan tetap” 

dan “keadaan politik tertentu sehingga tidak dapat dijalankannya pemilihan 

umum”. Adapun mekanisme yang dipakai dalam mengisi kekosongan jabatan 

yaitu dengan menunjuk Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), 

Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.  

Untuk mengetahui perbedaan dari mekanisme pengisian kekosongan 

pejabat kepala daerah tersebut kita dapat melihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Perbedaan antara Plh, Plt, Pjs dan Pj 

Indikator Pelaksana Harian 
(Plh) 

Pelaksana Tugas 
(Plt) 

Penjabat Sementara 
(Pjs) 

Penjabat 
(Pj) 

Dasar 

Hukum 

- Pasal 131 ayat 

(4) PP No. 49 

Tahun 2008. 

- Pasal 65 ayat 

(5) dan (6) UU 

No.23/Tahun 

2014 Pasal 88 

ayat (1) dan 

ayat (2) UU No. 

9/2015. 

- Pasal 14 ayat 

(1) dan (2) UU 

No. 30 /2014. 

- Pasal 86 ayat 

(1) UU No. 

23/2014. 

- Pasal 4 ayat 

(1), (2), dan (3) 

Permendagri 

No.74/2016. 

- Permendagri 

No.1/2018. 

- Pasal 14 ayat 

(1) dan (2) UU 

No. 30/2014. 

- Permendagri 

No.1/2018 

perubahan atas 

Permendagri 

No.74/2016, serta 

mengubah istilah 

Pelaksana Tugas 

(Plt) menjadi 

Penjabat Sementara 

(Pjs). 

 

- Pasal 86 ayat (2), 

(3) dan (5) UU 

No.23/2014 

tentang 

Pemerintahan 

Daerah. 

- Pasal 54D ayat 

(4); Pasal 174 

ayat (7); Pasal 

201 ayat (9) dan 

(11) UU No.10 

Tahun 2016. 

- Permendagri 

No.4/2023. 
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Penyebab - Apabila kepala 

daerah 

diberhentikan 

dengan putusan 

pengadilan 

yang 

berkekuatan 

hukum tetap. 

- Kepala Daerah 

dan Wakil 

Kepala Daerah 

sedang 

menjalani masa 

tahanan. 

- Berhalangan 

sementara 

(kurang 7 hari 

kerja). 

- Kepala daerah 

definitif 

diberhentikan 

sementara oleh 

DPRD karena 

kejahatan 

pidana dengan 

penjara paling 

singkat 5 

tahun, Korupsi, 

Terorisme, 

Makar. 

- Cuti di luar 

tanggung 

jawab untuk 

kampanye. 

- Berhalangan 

tetap (tidak 

melaksanakan/

berhalangan 6 

bulan berturut). 

Cuti di luar tanggung 

jawab untuk 

kampanye pemilihan 

kepala daerah. 

- Kepala Daerah 

definitif 

diberhentikan 

sementara oleh 

DPRD karena 

kejahatan pidana 

dengan penjara 

paling singkat 5 

tahun, Korupsi, 

Terorisme. 

- Berhenti karena; 

meninggal dunia, 

permintaannya, 

diberhentikan  

(-)18 bulan 

- Belum ada 

paslon terpilih 

capai 50% suara 

- Kekosongan 

jabatan, Pilkada 

serentak 2024 

Yang 

dapat 

menjabat 

Wakil Kepala 

Daerah atau 

Sekretaris 

Daerah 

Wakil Kepala 

Daerah sesuai 

UU 

Pemerintahan 

Daerah 

- Gubernur diisi  JPT 

Madya 

Kemendagri  

/Pemda Provinsi 

- Walikota/ Bupati 

diisi JPT Pratama 

Kemendagri Pemda  

- Gubernur diisi 

oleh JPT Madya 

dan Walikota/ 

Bupati diisi oleh 

JPT Pratama 

pemerintah pusat 

atau Pemda 

Kewenang

an 

Sangat terbatas 

meliputi tugas 

Sangat terbatas 

dan tidak 

- Sesuai dengan 

Pasal 9 ayat (1) 

- Dapat melakukan 

pengangkatan 
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rutin yang tidak 

memiliki 

keterkaitan 

dengan 

pengambilan 

kebijakan 

strategis. 

berwenang 

untuk keputusan 

atau tindakan 

bersifat strategis 

Permendagri No.1 

Tahun 2018 

- Memimpin 

pelaksanaan urusan 

yang merupakan 

kewenangan daerah 

- Memfasilitasi 

penyelenggaraan 

pemilihan kepala 

daerah 

- Pembahasan 

Rancangan Perda 

dan 

menandatangani 

setelah ada 

persetujuan tertulis 

mendagri 

CPNS/PNS, 

kenaikan 

pangkat, izin 

perkawinan dan 

urusan 

administratif 

kepegawaian 

secara langsung 

- Tidak berwenang 

untuk keputusan/ 

tindakan bersifat 

strategis yang 

berdampak pada 

status hukum 

aspek organisasi, 

kepegawaian dan 

alokasi anggaran 

Durasi Sangat singkat 

sampai ditunjuk 

pejabat kepala 

daerah/sampai 

dilantiknya wakil 

kepala daerah. 

sampai ditunjuk 

pejabat kepala 

daerah/sampai 

dilantiknya 

wakil kepala 

daerah  

- Selesai cuti di luar 

kewajiban negara 

- Ditunjuknya Plh 

Kepala Daerah 

- Dilantiknya Pj 

Kepala Daerah 

Satu tahun atau 

dapat diperpanjang 

satu tahun lagi 

dengan orang yang 

sama atau 

digantikan 

Pengesaha

n 

Surat Perintah 

Penugasan 

Kepala Daerah 

Definitif  

Tidak perlu 

pelantikan atau 

diambil 

sumpahnya 

Tidak perlu 

pelantikan atau 

diambil sumpahnya 

karena kewenangan 

didapat dari proses 

administrasi 

Tidak perlu 

pelantikan/diambil 

sumpahnya karena 

kewenangan 

didapat dari proses 

administrasi 

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan 
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Dari tabel di atas kita dapat memahami perbedaan dari keempat 

mekanisme pengisian jabatan yang ada di Indonesia mulai dari Pelaksana 

harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) namun ini sudah tidak berlaku lagi dan 

diganti dengan Penjabat Sementara (Pjs), Penjabat Sementara (Pjs) dan 

Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dari keempatnya memiliki aturan, kewenangan 

dan juga memiliki persyaratan yang berbeda-beda dikarenakan durasi waktu 

dan penyebab jabatannya juga berbeda. 

Indonesia menghadapi permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah 

pada tahun 2022 dan 2023 karena pemilihan kepala daerah serentak baru akan 

dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU No. 

10/2016, Pilkada serentak dijadwalkan pada November 2024. Pilkada 

serentak ini diharapkan membawa efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan 

nasional. Meski menawarkan banyak keuntungan, Pilkada serentak 

menyebabkan kekosongan jabatan yang signifikan. Total kekosongan jabatan 

diperkirakan mencapai 271, tahun 2022 terdapat 101 kekosongan (7 provinsi, 

76 kabupaten, 18 kota), dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 170 (17 

provinsi, 115 kabupaten, 38 kota).5 

Kekosongan jabatan kepala daerah sebelum 2024 akan diisi oleh 

Penjabat (Pj) sesuai Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Penjabat 

berbeda dari Pejabat karena bersifat sementara karena tidak setara dengan 

jabatan definitif dan ditunjuk berdasarkan kualifikasi bukan melalui proses 

 
5 Ahmad Gelora Mahaerdika,”Problematika yuridis pengisian penjabar semesntar kepala 

daerah dalam sistem ketatanegaraan”, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 2 No. 2 
(2022):  hlm. 26 
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politik. Pejabat sendiri merupakan pemegang jabatan tetap dalam suatu 

pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan wewenang dan tanggung 

jawab yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan dari pengisian 

kekosongan jabatan agar menjaga kestabilan daerah di mana Penjabat (Pj) 

Kepala Daerah mampu untuk menggantikan tugas dan fungsi dari kepala 

daerah definitif sehingga terwujudnya stabilitas politik dan keamanan daerah 

yang biasanya rawan bergejolak di saat masa pemilu. 

Namun, Perdebatan mengenai penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah 

muncul kembali, terutama terkait dengan potensi kekosongan jabatan yang 

harus segera diisi. Publik kembali mempertanyakan kredibilitas dan 

transparansi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam 

proses penunjukan pejabat untuk mengisi posisi kepala daerah, baik untuk 

tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota.6 Hal tersebut menjadi 

kontroversi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme penunjukan Pj. 

Seharusnya warga negara bisa berhak untuk memilih kepala daerahnya 

masing-masing, namun karena adanya pemilihan kepala daerah serentak 2024 

mengakibatkannya kekosongan jabatan kepala daerah. Pengisian kekosongan 

jabatan kepala daerah dengan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

menjadi langkah yang diambil sampai terpilihnya Kepala Daerah dari hasil 

demokrasi melalui Pilkada serentak tahun 2024.  

 
6 A.Murtala, “Transisi Kepemimpinan Pejabat Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak 

Tahun 2024 Untuk Menjamin Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, Lembaga Ketahanan 
Nasional RI (2022), hlm. 48. 
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Penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah masih menjadi hal yang 

menimbulkan kebingungan mengenai bagaimana syarat dan mekanisme 

terkait pemilihan dan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Adanya 

Penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI dan POLRI yang menimbulkan 

respons negatif dan kebingungan di masyarakat. Penunjukan tersebut dinilai 

karena tidak sejalan dengan amanat reformasi yang ingin menghapuskan 

dwifungsi TNI/POLRI serta penguatan supremasi sipil.  

Prajurit dilarang untuk turut aktif dalam politik praktis yang dituangkan 

dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004. Hal tersebut dipertegas juga 

dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.34  yang berbunyi “Prajurit hanya dapat 

menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas 

aktif keprajuritan”. Untuk POLRI juga ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) 

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa setelah 

mengundurkan diri atau pensiun barulah anggota kepolisian dapat menduduki 

jabatan di luar kepolisian. Sudah seharusnya TNI dan POLRI bersikap netral 

dan tidak terlibat dalam politik praktis.  

Pada kenyataannya penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari 

kalangan TNI aktif terjadi di tahun 2022 yaitu dengan pengangkatan Brigjen 

TNI Andi Chandra As’aduddin yang merupakan seorang perwira aktif yang 

menjabat sebagai Kepala BIN Sulawesi Tengah. Brigjen TNI Andi Chandra 

ditunjuk oleh Mendagri yaitu Tito Karnavian menjadi Penjabat (Pj) Bupati 

Seram Barat guna menggantikan Bupati Timotius Alkerna berdasarkan 
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Kepmendagri No:113.81-1164.7 Hal ini bertentangan dengan aturan yang 

berkaitan dengan Penjabat (Pj) kepala daerah.  

Seharusnya pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri 

Dalam Negeri dapat lebih bijak dalam memilih Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

sehingga tidak menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terkait adanya 

keikutsertaan TNI/POLRI aktif dalam politik di masa transisi. Terkait 

TNI/POLRI aktif yang akan ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

dipastikan terlebih dahulu status keaktifannya di instansi asal.  

Namun demikian, hal ini dapat memunculkan prasangka masyarakat 

bahwa penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah menjadi kepentingan politik 

belaka. Apalagi dalam penunjukan Penjabat (Pj) ini tidak ada melibatkan 

partisipasi masyarakat, padahal Penjabat (Pj) ini akan mengakomodir 

kepentingan dan kemajuan dari suatu daerah. Tujuan dari pengangkatan 

Penjabat (Pj) sendiri adalah untuk dapat mengisi kekosongan jabatan selama 

masa transisi agar pemerintahan di daerah dapat terjalankan dan sesuai 

dengan fungsinya, sehingga diharapkan sosok Penjabat (Pj) yang ditunjuk 

dapat fokus bertanggung jawab dengan jabatan yang diemban sampai dengan 

adanya Kepala Daerah yang terpilih dari hasil demokrasi.  

Kepala daerah memiliki peranan krusial dalam menentukan daerah 

otonomnya ke depan sehingga perlu suatu aturan hukum yang menjelaskan 

mengenai kriteria, persyaratan, kompetensi dan mekanisme pengangkatan 

 
7 Agung Barok Pratama, “Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia 

Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi”, Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan 
Politik, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 118.  
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Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah sudah 

diatur di dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016, namun tidak 

mengakomodir secara spesifik mengenai hal-hal berkaitan dengan Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah padahal peranya krusial dalam masa transisi Pilkada.  

Selain itu, Mendagri dianggap salah menafsirkan Putusan MK Nomor 

15/PUU-XX/2022 agar adanya aturan turunan sebagai pedoman pelaksana 

pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, namun Mendagri justru 

mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.8 Pengangkatan Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah tidak Menjabarkan detail tentang kriteria atau kompetensi 

yang harus dimiliki calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Padahal hal tersebut 

penting untuk masyarakat menilai Penjabat Kepala Daerahnya. 

Permasalahan lain mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah yaitu Menteri 

Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 yang masih berlaku hingga kini.9 

Isi dari surat edaran tersebut berkaitan dengan aspek kepegawaian dengan 

dasar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dampak atau akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 821/5492/SJ yaitu terkait dengan kewenangan dari Penjabat 

Kepala Daerah yang sebelumnya merupakan larangan bagi Penjabat (Pj) 

Kepala Daerah.  Seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang ada 

bahwasannya meskipun seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan 

 
8 Penjelasan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 
9  Penjelasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ 
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pengganti dari kepala daerah definitif tetapi memiliki batasan-batasan 

kewenangan yang dapat dilakukannya.  

Surat edaran tersebut memperbolehkan Penjabat Gubernur, Penjabat 

Bupati dan Penjabat Walikota untuk melakukan mutasi pegawai tanpa perlu 

lagi mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri tetapi tetap harus 

melaporkan kepada Mendagri paling lambat 7 hari sejak tindakan 

kepegawaian tersebut dilakukan. Padahal dalam peraturan terbaru mengenai 

Penjabat (Pj) Kepala Daerah yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun  2023 terkait 

mutasi pegawai masih memerlukan persetujuan tertulis dari Mendagri. 

Adanya penambahan wewenang ini dapat menimbulkan permasalahan di 

mana bisa terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah.  

Dari permasalahan yang sebelumnya dijabarkan di atas, mulai dari 

pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari kalangan TNI/POLRI yang 

masih aktif sampai penambahan wewenang bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

dikarenakan masih kurang jelasnya aturan yang mengatur mengenai Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah seperti mekanisme pengangkatan, persyaratan, batasan 

kewenangan dan hal-hal lain berkaitan dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, 

maka  penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Persyaratan 

Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana landasan hukum tentang mekanisme pengangkatan Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah? 

2. Bagaimana persyaratan dalam pengangkatan dan kewenangan yang 

melekat pada Penjabat (Pj) Kepala Daerah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian haruslah memiliki tujuan sehingga 

memberikan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan dan 

pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dan mekanisme yang 

digunakan apakah sudah tepat atau memerlukan peraturan baru yang 

dapat memberikan kejelasan serta kepastian hukum. 

2. Untuk mengetahui apakah persyaratan dalam penunjukan Penjabat (Pj) 

Kepala Daerah yang dilakukan sudah sesuai dan tepat. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi tambahan informasi ilmu hukum administrasi negara 

terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah meliputi 

mekanisme, kepastian hukum dan persyaratan pengangkatan; 
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b. Memberikan masukan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang 

memiliki isu hukum serupa; 

c. Menjadi sumber referensi tambahan akademisi bidang hukum; 

d. Membantu penulis menjawab permasalahan hukum yang dikaji 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini mampu memberikan usulan terkait 

perlunya pembentukan peraturan tersendiri yang menjelaskan 

mengenai mekanisme, syarat, pemberhentian dan hal lainnya 

mengenai pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah agar 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum. 

b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan akan pentingnya 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik sehingga 

masyarakat dapat turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan, 

apalagi mengingat pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah akan 

berdampak langsung pada daerah otonom yang dipimpin. 

E. RUANG LINGKUP 

Penelitian ini berjudul Persyaratan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala 

Daerah Pemerintah. Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak 

pada tahun 2024 mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan pada tahun 

2022-2023 untuk daerah yang masa jabatannya tidak sampai tahun 2024. 

Kekosongan jabatan tersebut selama masa transisi diisi dengan mekanisme 

pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sesuai isi dari UU No.10/2016.  
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Namun, tidak adanya pengaturan tersendiri mengenai Penjabat (Pj) 

Kepala Daerah setingkat Peraturan Pemerintah menyebabkan ketidakpastian 

hukum. Padahal terkait aturan pelaksana Penjabat (Pj) Kepala Daerah sudah 

ada dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 tetapi Kementerian Dalam 

Negeri justru hanya mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri saja. Demi 

terlaksananya penelitian yang paralel dengan rumusan masalah, maka penulis 

membatasi pokok pembahasan penelitian dalam satu lingkup.  

Penelitian ini mencakup kekosongan Jabatan Kepala Daerah tahun 

2022-2023 akibat Pilkada serentak tahun 2024 yang diisi oleh Penjabat (Pj) 

Kepala Daerah sesuai UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 

No.1/2015; Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, 

Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota; UU No.23/2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; dan teori lain berkaitan dengan Pj Kepala Daerah. 

F. KERANGKA TEORI 

Kerangka teori termasuk sub bahasan awal dalam penulisan yang 

menjadi acuan, landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan penulisan.10 

Untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini, penulis 

memanfaatkan beberapa teori dalam ilmu hukum yang akan membantu dalam 

menguraikan permasalahan dalam penulisan, antara lain: 

 
10 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.Pertama, (Mataram: Mataram University 

Press, 2020), hlm. 39-41.  
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1. Teori Kepastian Hukum 

Aturan hukum berperan sebagai panduan perilaku individu dalam 

masyarakat dan membatasi tindakannya. Kepastian hukum berarti 

adanya pengaturan dan pembatasan terhadap perilaku individu atau 

kelompok sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum 

berperan krusial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

karena merupakan prinsip inti menegakkan supremasi hukum. Kepastian 

hukum tercapai ketika peraturan dirumuskan dan disahkan dengan jelas, 

logis, dan tanpa ambiguitas sehingga berperan menjaga ketertiban dan 

menciptakan kedamaian yang harmonis.  

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua fungsi utama: 

pertama, sebagai panduan bagi masyarakat agar mematuhi hukum, dan 

kedua, sebagai pelindung bagi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang oleh pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya 

dalam pembuatan dan penegakan hukum.11 

Kepastian Hukum satu dari tiga unsur yang dikemukakan oleh 

Johnny Ibrahim di mana kepastian berperan dalam menghindari 

terjadinya kekacauan dalam kehidupan manusia.12 Sudikno 

Mertukusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar 

 
11 Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian 

Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara 
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Dih:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16 No.1, 
(2020), hlm. 92. 

12 Saut P Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021), hlm. 3. 
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hukum dilaksanakan dengan baik.13 Kepastian hukum ini menuntut 

adanya perumusan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, sehingga 

aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin 

bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti. 

Jan Michiel Otto menekankan kepastian hukum haruslah bersifat 

yuridis, namun ia membatasinya menjadi:14 

a. Tersedia peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, 

diterbitkan oleh otoritas negara yang sah; 

b. Lembaga pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan secara 

konsisten dan juga mematuhi serta menaati peraturan yang sama; 

c. Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai 

dengan peraturan-peraturan tersebut; 

d. Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan hukum 

secara konsisten saat menyelesaikan sengketa; 

e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata. 

Dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tercantum 

dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan Putusan MK 

Nomor 15/PUU-XX/2022 perlu adanya peraturan pelaksana undang-

undang terkait teknis pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah guna 

 
13 Dendy Derajat Utama, Didik Suharyanto dan Puguh Aji Hari Setiawan, “Politik Hukum 

Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah”, Innovative: 
Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 4, (2023). 

14 Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum 
Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 
Vol.6 No.2, (2023), hlm. 255-256. 
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memberikan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan 

kepastian hukum. 

2. Teori Demokrasi 

Jika melakukan pembahasan mengenai demokrasi bermakna 

membahas tentang rakyat atau warga masyarakat. Rakyat sendiri bagi 

suatu negara memiliki peranan penting sebagai sumber kekuasaan 

dikarenakan hakikatnya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam 

konsep demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “Government or rule 

by the people”.15 

Dalam bahasa inggris, demokrasi disebut dengan democracy yaitu 

adaptasi dari bahasa Prancis abad ke-16 yaitu demokratie yang berasal 

dari bahasa Yunani yaitu democratia. Kata Democratia diambil dari dua 

suku kata yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein yang 

bermakna kekuasaan/berkuasa. Menurut Henry B. Mayo, pengertian dari 

demokrasi yaitu sebagai berikut: 

“A democratic political system is one in which public 

politicies are made on majority basis, by representatives subjects 

to effective popular control at periodic elections which are 

conducted on the principle of political equality and under 

conditions of political freedom”16 

 
15 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cet. Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 

hlm. 200. 
16 Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Cet. Pertama, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 62.  
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Artinya politik demokratis adalah sistem di mana kebijakan dibuat 

berdasarkan mayoritas, oleh perwakilan yang dipilih secara bebas dan 

setara oleh rakyat melalui pemilihan umum berkala. Selain itu, salah satu 

pengertian mengenai demokrasi yang terkenal dan banyak dipahami oleh 

rakyat adalah menurut pendapat Abraham Lincoln yang mengatakan 

bahwa demokrasi sebagai sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 

dan untuk rakyat. 

Menurut Lyman Tower S, ada beberapa unsur-unsur yang dapat 

dijadikan indikator dari sebuah demokrasi yaitu sebagai berikut17: 

a. Citizen involvement in political decision making (Keterlibatan 

rakyat dalam pembuatan kebijakan politik). 

b. Some degree of equality among citizens (Kesetaraan  rakyat). 

c. Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens 

(Kemerdekaan dan kebebasan warga negara) 

d. A system of representation (Sistem perwakilan) 

e. An electoral of representation (Sistem pemilihan) 

Demokrasi juga didasarkan oleh nilai, menurut B. Mayo nilai-nilai 

tersebut adalah sebagai berikut:18 

a. Perselisihan diselesaikan secara damai dan melalui lembaga. 

b. Adanya jaminan terhadap penyelenggaraan perubahan dengan 

damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 

 
17 Ibid, hlm.69. 
18 Op.Cit., Ni’matul Huda, hlm.218. 
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c. Pergantian pemimpin yang dilakukan secara teratur. 

d. Meminimalisir pemakaian kekerasan. 

e. Mengakui adanya keberagaman dalam masyarakat 

f. Menjamin tegaknya keadilan.  

Sebuah negara demokrasi sangat perlu untuk bisa menegakkan 

demokrasi itu sendiri. Menurut Baron de Montesquieu, dalam sebuah 

negara perlu adanya pemisahan kekuasaan yang mana terpisah menjadi 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut yang 

kemudian kita kenal sebagai Trias Politica yang dinamai oleh Immanuel 

Kant. Trias Politica sendiri berarti tiga poros kekuasaan negara. 

Indonesia sendiri merupakan negara hukum, namun prinsip kedaulatan 

hukum sebagai kekuasaan tertinggi tidak selamanya selalu baik karena 

hukum dapat dibuat secara semena-mena sehingga perlu adanya 

demokrasi untuk dapat melengkapi hal tersebut.19  

Dari penjelasan di atas, salah satu nilai dari demokrasi adalah 

pergantian pemimpin secara teratur. Pergantian pemimpin ini penting 

untuk bisa menjaga bahwa demokrasi itu nyata adanya. Pergantian 

pemimpin ini juga dilakukan dengan sistem pemilihan sesuai unsur dari 

demokrasi. G. Warren menyatakan bahwa pemilihan langsung 

memungkinkan warga negara memilih pejabat pemerintah dan 

 
19 Saut P Panjaitan. Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Malang: Inara Publisher. 2023. 
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menentukan apa yang mereka inginkan dari pemerintahan, sesuai dengan 

semangat demokrasi yaitu dari, oleh dan untuk rakyat.20 

3. Teori Bentuk Negara 

Bentuk negara membedakan pandangan sosiologis dan yuridis 

terhadap negara. Peninjauan sosiologis melihat negara secara 

keseluruhan, tanpa memperhatikan detail atau struktur, sementara 

peninjauan yuridis fokus pada isi dan struktur negara. Roger H. Soltau 

mengartikan negara sebagai alat yang memiliki wewenang mengatur 

kepentingan masyarakat. Miriam Budiardjo juga sependapat, menyebut 

negara sebagai alat yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan 

antar individu di masyarakat.21 Dengan kata lain, negara adalah sebuah 

wilayah yang berisi penduduk yang diatur untuk mencapai kedaulatan.  

Untuk dapat mengetahui bentuk dari suatu negara bisa dilihat dari 

unsur negara seperti konsep kekuasaan dan unsur wilayah. Jika dilihat 

dari konsep kekuasaan artinya kita melihat negara sebagai organisasi 

kekuasaan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:22 

a. Vertikal, artinya pembagian kekuasaan pemerintahan dalam 

beberapa level.  

 
20 Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan 

Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 2, 
(2022), hlm.290 

21 Puji Kurniawan, Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, 
No. 1, (2018), hlm. 105. 

22 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif 
Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama, Cet. Kedua, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 
111-112. 
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b. Horizontal, artinya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi 

dengan membedakan peran legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Menurut Bagir Manan, bentuk negara berkaitan dengan kerangka 

luar organisasi negara yaitu negara yang berbentuk kesatuan dan negara 

yang berbentuk federal. Di masa sekarang, bentuk negara jika ditinjau 

dari bagaimana susunannya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: 

a. Negara Kesatuan 

Negara kesatuan atau negara unitaris merupakan negara 

dengan struktur tunggal tanpa negara bagian. Menurut Fred 

Isjwara, negara kesatuan merupakan bentuk negara paling kuat 

karena memiliki persatuan dan kesatuan, berarti negara ini hanya 

terdiri dari satu negara, bukan beberapa negara yang tergabung. 

Negara kesatuan ini dapat dibedakan juga menjadi dua yaitu:23 

1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi berarti 

pemerintah pusat mengatur semua urusan negara, sementara 

daerah hanya melaksanakan perintah dari pusat. 

2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi memberikan 

setiap daerah hak untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, 

yang dikenal dengan otonomi daerah atau daerah otonom. 

b. Negara Federal 

Istilah "Federasi" berasal dari bahasa Latin "feodus," yang 

merujuk pada aliansi negara-kota otonom di zaman Yunani kuno. 

 
23 Op.Cit., Ni’matul Huda, hlm.218. 
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Konsep menjadi dasar bagi pembentukan negara federasi, di mana 

sebuah negara terbentuk dari gabungan beberapa negara berdaulat 

yang sebelumnya memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri.24 

Dikarenakan adanya alasan kepentingan bersama seperti politik, 

ekonomi, dan keamanan, negara-negara tersebut memutuskan 

bersatu dalam ikatan kerja sama efektif. Namun, tiap negara bagian 

tetap memiliki kewenangan atas pemerintahannya sendiri, selain 

urusan yang diatur bersama dalam kerangka federasi.  

c. Negara Konfederasi 

Konfederasi dan federasi sering membingungkan. Pada 

konfederasi, negara anggota memiliki kedaulatan penuh, 

sedangkan pada federasi, kedaulatan ada di tingkat pusat bukan di 

negara anggota. Menurut Kranenburg, perbedaan utama terletak 

pada apakah warga negara di negara-negara tersebut terikat 

langsung dengan aturan dari pemerintah pusat atau tidak.25  

4. Teori Legitimasi 

Pada proses berdemokrasi legitimasi menjadi hal penting sehingga 

perlu diperhatikan. Legitimasi ini menjadi penting karena akan berkaitan 

dengan keabsahan dari suatu sistem politik ataupun kebijakan yang 

dibuat. Di mana keabsahan ini akan didasarkan pada suatu prosedur dan 

 
24 Ernawatih, sakdiaziz,dkk, “Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 2, No. 1, (2022), 
hlm. 27 

25 Roberto Carlos Variero Siregar, “Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan”, Journal of 
Islamic Law El Madani, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 93 
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asas yang telah diterima dalam suatu masyarakat. Kevin Clements, 

mendefinisikan legitimasi sebagai berikut: 

“Legitimacy can be categorized as the relation or social 

contract between the government and the people. This specific 

relation or contract will guarantee any rights and welfare of the 

community. when welfare is not reached, it means that legitimacy 

has been misused.” 

Legitimasi dalam sistem representasi sangat penting dalam 

pengambilan kebijakan dan berdampak besar pada masyarakat. Tanpa 

legitimasi masyarakat, kemenangan dalam demokrasi bisa 

membahayakan, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, 

manipulasi kebijakan, dan tindakan koersif.26 Jadi legitimasi ini dapat 

berperan sebagai wujud pengakuan masyarakat mengenai suatu 

kebijakan yang ada. 

Suatu aturan hukum hanya dianggap sah jika memenuhi beberapa 

kriteria, termasuk penerimaan oleh masyarakat dan keberlakuannya 

dalam praktik. Meskipun sebuah aturan telah disusun melalui prosedur 

resmi dan oleh otoritas yang sah, aturan tersebut tetap tidak memiliki 

legitimasi jika tidak diterima oleh masyarakat atau tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hukum yang tidak disusun 

dengan tepat, tidak dibuat oleh otoritas yang berwenang, tidak mendapat 

 
26 Diastina Anggita Ramadhan, “Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Serentak 2020 Di Masa Pandemik Covid-19”,  Jurnal Supremesi, Vol.11, No. 2, (2021), hlm. 67.  
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dukungan dari masyarakat, atau dianggap tidak adil, sebenarnya tidak 

bisa dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya.27  

Terdapat tiga sumber legitimasi menurut Max Weber yaitu: 

a. Otoritas Tradisional merupakan bentuk kekuasaan yang diterima 

karena dihormati sebagai bagian dari tradisi lama dan kekuasaan 

dianggap sah karena mengikuti tradisi tersebut. 

b. Otoritas Legal-Rasional merupakan otoritas yang diterima oleh 

masyarakat karena aturan yang ada dianggap sah dan berwenang. 

Seseorang dianggap memiliki otoritas yang sah jika mereka 

mematuhi aturan atau norma yang berlaku. 

c. Otoritas Karismatik muncul pada pemimpin yang memiliki visi 

yang jelas dan dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti 

serta setia padanya karena daya tarik pribadinya.28 

Jika dikaitkan dengan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

maka legitimasi Penjabat (Pj) tersebut adalah Otoritas Legal-Rasional. 

Hal tersebut dikarenakan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

merujuk pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa 

ada peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Maka 

perlu ditinjau lebih jauh apakah dalam proses pengangkatan Penjabat (Pj) 

 
27 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Cet. Ketiga, (Jakarta: 

Kencana, 2014), hlm. 110. 
28 Budi Mulianto, Rijalul Fikri, “Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi 

Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, Jurnal 
Wedena, Vol.4, (2018). Hlm. 493 
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Kepala Daerah tersebut sudah sesuai dengan nilai dan diakui oleh rakyat 

atau justru hanya menjadi kepentingan politik saja. 

5. Teori Kewenangan 

Wewenang sering dianggap sama dengan kata Belanda 

"bevoegdheid", yang berarti kekuasaan atau otoritas. Dalam KBBI, 

wewenang dianggap setara dengan kewenangan yang merupakan hak dan 

kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, memberi 

perintah, dan menyerahkan tanggung jawab ke pihak lain. Kewenangan 

sangat penting dalam pemerintahan negara hukum sebab setiap tindakan 

pemerintah harus sesuai undang-undang atau peraturan berlaku 

berdasarkan asas legalitas.29 

Adapun menurut Black’s Law Dictionary menjelaskan mengenai 

pengertian kewenangan yaitu sebagai berikut;30 

“Right to exercise powers; to implement and enforce laws; 

to exact obedience; to command; to   judge. Control over, 

jurisdiction, often, synonymous with power.” 

Jadi, kewenangan bukan bermakna hak menjalankan kekuasaan 

saja, namun mencakup berbagai aspek; penerapan dan penegakan 

hukum, kepatuhan hukum, pembuatan keputusan, pengawasan, serta 

kewenangan berdasarkan yurisdiksi dan aspek lainnya. 

 
29 Fierany Pantow, Buddy J Tampi dan Rully Mambo, “Pelaksanaan Kewenangan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Barat Kabupaten 
Minahasa”, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1, No. 3, (2023), hlm. 56. 

30 M. Rhikardus Joka, “Implikasi Pandemi COVID-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum 
Pekerja Yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha”, Binamulia Hukum, Vol.9, No. 1, 
(2020), hlm.10. 
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Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, memperoleh 

kewenangan bisa didapatkan melalui beberapa cara yaitu dapat melalui 

Atribusi (Attributie), Delegasi (Delegatie) dan Mandat (Mandaat). 31 

Atribusi adalah pemberian wewenang baru oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sehingga menciptakan wewenang baru. Delegasi 

adalah pelimpahan wewenang yang dimiliki badan atau pejabat tata 

usaha negara yang telah memperoleh wewenangnya secara atributif. 

Mandat terjadi saat organ pemerintahan memberikan izin kepada organ 

lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama mereka. 

Sebelum sebuah institusi diberikan kewenangan, hal itu harus 

diatur dalam undang-undang. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan 

(authority) adalah kekuasaan formal dari undang-undang, sementara 

wewenang (competence) hanya mencakup bagian tertentu dari 

kewenangan.32 Dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

kewenangannya didapatkan melalui atribusi (Attributie ) karena diatur 

dalam undang-undang, namun Presiden dan Menteri melimpahkan 

kewenangannya dengan delegasi (Delegatie) yang diberikan oleh jabatan 

yang lebih tinggi di atasnya. 

 
31 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet. Ke-16, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada), 2020, hlm.102. 
32 Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Cet. Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 184. 
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6. Teori Pengisian Jabatan 

Menurut pendapat J.H.A Logemann, Negara terdiri dari organisasi-

organisasi jabatan.33 Didefinisikan demikian karena negara merupakan 

hubungan dari fungsi-fungsi yang mana saling memiliki keterkaitan 

antara satu dengan lainnya. Logemann merumuskan bahwa jabatan 

merupakan tugas pemerintahan dengan fungsi tertentu, sementara pejabat 

merupakan orang yang menduduki jabatan tersebut. Jabatan bersifat 

tetap, sedangkan pejabat bisa berganti-ganti. 

Secara etimologis, "jabatan" menurut KBBI berasal dari kata 

"jabat" yang diberi imbuhan "-an," artinya pekerjaan terkait dengan 

kedudukan. Jabatan menjadi subjek hukum yang membawa hak dan 

kewajiban sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Setiap jabatan 

memerlukan pertanggungjawaban. Dalam tata negara, pengisian jabatan 

kepala daerah penting karena peran strategisnya dalam menetapkan 

tujuan daerah. Ada tiga jenis pengisian jabatan kepala daerah: 

a. Pengisian Jabatan dengan diwariskan, metode ini biasanya identik 

dengan negara-negara yang masih menganut monarki absolut dan 

salah satu bentuk pengisian jabatan tertua 

b. Pengisian Jabatan dengan Pengangkatan, biasanya dilakukan 

dengan menunjuk pejabat tertentu. 

 
33 Jimly Asshiddique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Ketujuh, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 22. 
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c. Pengisian Jabatan dengan Pemilihan, yaitu jabatannya didapatkan 

dengan hasil demokrasi dan kepercayaan rakyat. 

Joko J.Prihatmoko berpendapat ada tiga jenis pengisian jabatan 

yaitu:34 

a. Sistem Penunjukan/Pengangkatan oleh Pusat, sistem ini tidak ada 

partisipasi atau akses informasi yang dimiliki oleh rakyat 

dikarenakan pejabat ditunjuk oleh pejabat yang memiliki 

kewenangan. Dianut negara unitaris seperti monarki dan emirate. 

b. Sistem Pemilihan Perwakilan Dewan (Council), sistem ini 

pemilihannya tidak mutlak oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh 

para dewan dan sistem pertanggungjawabannya masih tertutup dan 

tidak akuntabilitas. Sistem ini dianut oleh negara kesatuan. 

c. Sistem Pemilihan Langsung oleh Rakyat, sistem ini keterlibatan 

masyarakat sangat besar untuk memilih pejabat yang akan mengisi 

jabatan. Sistem ini dianut oleh negara demokrasi. 

Untuk pengelompokannya sendiri, pengisian pejabat dapat 

dikelompokkan menjadi dua metode yaitu dengan Sistem pemilihan tidak 

langsung dan Sistem pemilihan langsung. Pada metode pemilihan tidak 

langsung adanya peran dari elit politik yang mewakilkan suara atau 

kepentingan dari rakyat yang mana untuk pertanggungjawaban dan 

pemberhentian juga tidak berdasarkan pada kehendak rakyat. Untuk 

metode pemilihan langsung menampilkan kesan demokratis di mana 

 
34 Op.Cit., Firdaus Arifin dan Fabian Riza, hlm. 47. 



 
 

29 

 

rakyat merasa dapat mewakilkan kepentingan dan kehendaknya dalam 

memilih pejabat yang akan mengisi jabatan. 

A.W. Widjaja menyatakan bahwa prinsip penempatan yaitu “The 

right man on the right place”, jadi perlu memperhatikan hal berikut:35 

a. Adanya Analisis Tugas Jabatan yang baik, artinya seorang pejabat 

harus mampu memiliki ketajaman tinggi dalam menganalisis 

terkait pekerjaan dan ruang lingkup tanggung jawabnya. 

b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, bermakna bahwa perlu 

adanya evaluasi dalam lingkungan pekerjaan sehingga ada 

improvisasi dan pengembangan dalam lingkungan pekerjaan. 

Pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, terjadi 

kekosongan jabatan kepala daerah. Selama periode transisi 2022-2023, 

sekitar 271 jabatan kepala daerah akan kosong. Untuk mengatasi hal ini, 

pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk Penjabat 

(Pj) Kepala Daerah. Penunjukan tersebut menimbulkan pro dan kontra 

terkait proses, mekanisme, dan persyaratan pengisiannya. 

G. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data 

guna menemukan dan memverifikasi pemahaman, serta menerapkannya 

dalam analisis dan penyelesaian masalah. Metode yang digunakan dalam 

skripsi sebagai berikut: 

 
35 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, 

Cet. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 97. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif yang 

mengandalkan bahan-bahan hukum tertulis pada perundang-undangan 

dan kaidah/norma hukum yang ada. Penelitian ini juga mengkaji asas-

asas hukum pada bahan kepustakaan yang menjadi data dalam 

menganalisis permasalahan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

argumentasi dalam penelitian, adapun sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini menganalisis peraturan terkait isu hukum 

secara menyeluruh dan memandang hukum sebagai sistem tertutup 

yang komprehensif, yaitu norma-norma hukum saling terkait 

secara logis dan menyeluruh. Adapun kumpulan norma tersebut 

mampu mengatasi semua masalah hukum tanpa kekurangan dan 

sistematis, di mana norma-norma hukum terorganisir dengan baik 

dan saling terhubung.36  

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini menggunakan doktrin hukum untuk 

menghubungkan pandangan ahli dengan isu hukum yang dibahas. 

 

 
36 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 56. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif).37 Adapun sumber hukum primer 

yang digunakan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Kepala Daerah; 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4) Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia; 

6) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, 

Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota; 

7) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permendagri Nomor 74 Tahun 2016; 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 

9) SE Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ 

 

 
37 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 47 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan 

bahan hukum primer dalam penelitian hukum meliputi buku, karya 

ilmiah, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan 

penjelasan atau dukungan tambahan untuk bahan hukum primer 

dan sekunder seperti pencarian informasi di internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library 

Research) yang melibatkan pencarian bahan hukum dari sumber primer, 

sekunder, dan tersier. Penyajian hasil secara  kualitatif dengan 

menguraikan informasi dari literatur, media elektronik, dan sumber 

hukum relevan. Teknik pengumpulan data dengan membaca, meringkas, 

menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan. 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Penulisan ini menggunakan pendekatan penafsiran hukum di mana 

bahan penelitian yang telah didapat akan dianalisis secara kualitatif. 

Penafsiran hukum ini tidak menimbulkan permasalahan baru serta dapat 

tidak dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang 

akurat dan komprehensif tentang ketentuan hukum yang bersangkutan. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pada penulisan ini, dalam menarik kesimpulan akan menggunakan 

teknik deduktif. Metode penarikan kesimpulan menggunakan 

pendekatan deduktif ini dimulai dari fakta umum untuk kemudian 

menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Penelitian ini menghasilkan 

proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan isu tertentu, untuk 

menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. 

7. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini tersusun dari beberapa bab yang di dalamnya terdiri 

lagi dari beberapa sub-bab. Skripsi ini tersusun dari empat bab yaitu: 

BAB I – PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, serta metode penelitian. 

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum dan khusus 

terhadap Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah . 

BAB III – PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang diangkat 

dalam penulisan karya ilmiah skripsi tentang Penjabat Kepala Daerah. 

BAB IV – PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran 

dari penulisan skripsi ini.
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